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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Eksistensi Tanah hak milik adat (bekas okupasi tentara jepang) tersebut sampai 

dengan saat ini, dikuasai oleh Pemerintah Desa Sobokerto sebagai tanah 

pertanian dan lapangan olahraga. Meskipun secara yuridis tanah tersebut telah 

berstatus Tanah Negara. 

2. Eksistensi penguasaan tanah hak milik adat (bekas okupasi tentara jepang) yang  

dikuasai oleh Pemerintah Desa Sobokerto, 41 KK warga Dukuh Polokarto 

(dalam hal ini adalah para ahli waris) dan TNI AU Adi Soemarmo belum 

mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan 

ketiga pihak-pihak tersebut diatas dapat menunjukkan bukti kepemilikan masing-

masing, Pemerintah Desa Sobokerto alat bukti penguasaan berupa Buku C Desa 

dan Surat Keputusan dari Kepala Cabang Pendaftaran Tanah Negara 

Surakarta Tahun 1957,  41 KK warga Dukuh Polokarto alat bukti penguasaan 

berupa Letter C yang dibuat pada zaman kolonial Belanda, serta  TNI AU Adi 

Soemarmo alat bukti penguasaan berupa SKEP KSAP No.023/P/KSAP/50 

dan SKT No.116/T/1985. Oleh karena hal tersebut, pemegang hak atas 

tanah hak milik adat tersebut masih belum dapat ditentukan secara pasti. 

Disamping itu terdapat kendala yuridis, yaitu baik dari faktor pelaku 
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(pencari keadilan dan penegak hukum) maupun regulasi (peraturan 

perundang-undangan) juga faktor sudah terlalu lamanya waktu 

penguasaan tanah sengketa tersebut berakibat sulitnya mengupayakan 

keabsahan subyek hak selaku penggugat bagi individu perorangan yang 

tanahnya disita oleh PDM. Terdapat pula kendala politis, yang berupa 

tidak berfungsinya lembaga dan badan terkait serta masih adanya 

pengaruh kuat yang berusaha agar permasalahan tersebut tidak diungkap. 

  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis menyarankan kepada : 

1. Pemerintah Desa Sobokerto 

Untuk segera melakukan pengkonversian tanah hak milik adat (bekas okupasi 

tentara Jepang) tersebut agar menjadi hak baru dalam UUPA, yaitu Hak Milik.  

Untuk melalukan pensertifikatan terhadap tanah hak milik adat (bekas okupasi 

tentara Jepang) tersebut setelah mendapatkan Hak Milik atas tanah hak milik 

adat tersebut. 

2. TNI AU Adi Soemarmo 

Untuk segera melakukan proses pendaftaran tanah bekas okupasi tentara 

Jepang tersebut dengan mengajukan alat bukti kepemilikan atas tanah hak 

milik adat (bekas okupasi tentara Jepang), selain SKEP KSAP 

No.023/P/KSAP/50 dan SKT No.116/T/1985, agar menguatkan posisi TNI 
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AU Adi Soemarmo sebagai pemegang hak atas tanah hak milik adat (bekas 

okupasi tentara Jepang) tersebut. 

3. Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali 

Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, agar lebih memperhatikan 

administrasi proses peralihan hak terhadap tanah sengketa tersebut sesuai 

dengan riwayat sejarah tanah sengketa tersebut. Hal ini dikarenakan tanah 

sengketa tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu ke dalam asset Desa 

Sobokerto, hal ini dibuktikan dengan adanya Buku C Desa. 

Agar lebih mempertegas fungsinya atau meningkatkan kinerjanya sesuai 

dengan tugas, kewajiban serta kewenangan. Di samping itu perlu 

pemberdayaan masyarakat baik secara politik, ekonomi dan sosial sehingga 

mampu melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

tidak sinkron bahkan bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945, dan 

Undang-Undang lainnya. Demikian juga pengawasan terhadap tindakan-

tindakan penyelenggara Negara/Penguasa yang menjadikan terabaikannya hak 

asasi manusia dan hak-hak masyarakat. 

4. Pemerintah Republik Indonesia 

Agar pemerintah dalam pengadaan tanah guna kepentingan umum termasuk 

untuk keperluan pertahanan dan keamanan tidak sampai dengan berakibat 

mengorbankan kepentingan masyarakat banyak/rakyat. Apalagi sampai 

dengan mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak atas tanah rakyat, yang 

jelas-jelas dijamin perlindungan hukumnya oleh UUD 1945. 
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